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BAB IV 

SISTEM BERACARA SECARA DAN URGENSI 

PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-

COURT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

1. Bagaimana sistem e-court dalam penyelesaian perkara 

gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang di masa 

pandemi covid-19? 

2. Bagaimana tata cara persidangan biasa dan persidangan 

secara elektronik (e-litigasi) melalui e-court di Pengadilan 

Agama Pandeglang? 

  

A. Sistem Penyelesaian Perkara Secara Elektronik (E-Court) 

Pada Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama 

Pandeglang  

Sistem ini merupakan terobosan baru dari Mahkamah 

Agung dalam sistem administrasi peradilan, bukti dari pada 

kinerja mahkamah agung dengan semakin majunya teknologi 

informasi (IT) ini dan menciptakan sistem yang mempermudah 

masyarakat untuk mencari keadilan. Terbukti dengan 
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dibentuknya PERM A Nomor 3 tahun 2018 Tentang administrasi 

perkara di pengadilan secara elektronik yang bertujuan untuk 

melaksanakan administrasi peradilan yang cepat, biaya ringan, 

serta efisien, agar bisa membandingi kemajuan zaman. 

Setelah PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya 

mengatur mengenai pendaftaran perkara, biaya panjar perkara, 

dan pemanggilan secara elektronik, hanya sampai pada tahap itu 

saja, belum dapat melaksanakan persidangan secara elektronik 

yang juga mempunyai kekurangan yakni yang dapat beracara 

menggunakan e-court ini hanya pengguna terdaftar yakni advokat 

yang telah diverifikasi. Maka dari itu Mahkamah Agung kembali 

mengkaji kembali perihal e-court ini, setelah beberapa waktu 

Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan PERMA baru pada 

tanggal 06 Agustus 2019 yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan 

secara elektronik, pada PERMA ini ada sistem baru yakni e-

litigasi (persidangan secara elektronik) setelah itu diikuti melalui 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 

129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk teknis administrasi 

perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, serta 
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Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 

271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk teknis administrasi 

perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali secara elektronik, pada tanggal 31 

Desember 2019.    

Sistem beracara secara elektronik memiliki beberapa 

tahapan yakni: 

1. Pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing) 

Pendaftaran perkara menggunakan aplikasi e-court 

hanya bisa dilaksanakan pada Peradilan Umum, Peradilan 

Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan dibuka 

beberapa jenis pendaftaran perkara yakni, gugatan, gugatan 

sederhana, permohonan dan bantahan. Adapun keuntungan 

melakukan pendaftaran secara elektronik; 

1) Meminimalisir waktu dan biaya transportasi pada proses 

pendaftaran perkara. 

2) Pendaftaran biaya panjar yang dapat dilakukan melalui 

transfer bank atau metode lainnya. 

3) Dokumen terarsip dengan baik, tersusun, dan dapat 

diakses dari berbagai lokasi dan media. 
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4) Proses temu kembali data dengan cepat.
1
 

Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan 

menggunakan tata cara yang sudah diatur, sebagai berikut: 

a) Memilih pengadilan sesuai dengan pasal 118 HIR/pasal 

142 RBg yaitu pengadilan yang berwenang adalah 

pengadilan tempat tinggal tergugat, atau di pengadilan 

sesuai domisili.  

b) Mengunggah surat kuasa khusus. 

c) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor 

perkara) 

d) Menginput data para pihak. 

e) Mengunggah dokumen gugatan/ permohonan dan surat 

persetujuan principal serta bukti-bukti surat yang sudah 

bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara 

elektronik. 

f) Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-

SKUM) 

g) Pengguna terdaftar melakukan pendaftaran secara 

elektronik.
2
 

                                                             
1
 Mahkamah Agung, ‘Buku Panduan E-Court, ……, h. 7  
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Pendaftaran perkara secara elektronik juga bisa 

dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai berikut: 

a. Pendaftaran perkara pengguna terdaftar (Advokat) 

Advokat yang bisa melakukan pendaftaran perkara 

baik gugatan, gugatan sederhana, permohonan atau 

bantahan yakni advokat yang telah terdaftar, terverifikasi 

dan tervalidasi oleh pengadilan tingkat banding dimana 

dia melakukan sumpah. Untuk pendaftaran pengguna dan 

mempunyai kewenangan untuk pendaftaran perkara 

advokat harus melengkapi persyaratan yang telah diatur 

dalam PERMA Nomor 3 tahun 2018, yaitu kartu tanda 

penduduk (KTP), berita acara sumpah dan kartu tanda 

anggota (KTA).  

b. Pendaftaran perkara pengguna insidentil (perseorangan) 

Pengguna insidentil atau juga biasa disebut 

pengguna non advokat yakni mereka yang melakukan 

pendaftaran perkara secara mandiri atau individu, 

pemerintah dan badan hukum. Akun e-court bagi 

pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara untuk 

                                                                                                                                      
2
 Amran Suadi, Pembaharuan….. h.90 
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satu kali dan 14 hari  kerja, setelah adanya tanggal 

putusan, pengguna akun tidak dapat lagi mengakses data 

perkaranya. Dan bila ingin menggunakan kembali aplikasi 

e-court tersebut harus dilakukan aktivasi kembali oleh 

Pengadilan.
3
 

2. Pembayaran panjar biaya secara elektronik (e-payment) 

Dalam pendaftaran perkara, pengguna aplikasi ecourt 

yang terdaftar atau insidentil langsung mendapatkan taksiran 

biaya panjar (e-SKUM) yang dihasilkan secara online oleh 

aplikasi e-court secara otomatis. Pada proses untuk 

menghasilkan banyaknya biaya panjar dan biaya radius atau 

jarak maka sudah dihitung dengan baik berdasarkan ketetapan 

pihak pengadilan, dan telah menghasilkan hasil taksiran biaya 

perkara (e-SKUM). 

Bagi pengguna terdaftar atau insidentil yang telah 

mendapatkan taksiran biaya panjar, akan menerima nomor 

pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk 

pembayaran Biaya Panjar Perkara secara elektronik.
4
 

                                                             
3
 Mahkamah Agung, ‘Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 

2019 : The Electronic Justice System’. Buku Panduan E-court, ……., h. 37 
4
 Mahkamah Agung, ‘Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 

2019 : The Electronic Justice System’. Buku Panduan E-court, …….., h. 27  



 76 

Unsur-unsur biaya perkara pada pelaksanaan 

penyelesaian perkara dengan e-court, yang berdasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan 

tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada 

Mahkamah Agung dan badan dibawahnya jo. PERMA Nomor 

2 Tahun 2019 tentang biaya proses penyelesaian perkara jo. 

Surat keputusan ketua pengadilan pada tingkat pertama di 

masing-masing pengadilan. terdiri dari: 

a. Biaya pendaftaran perkara. 

b. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) surat kuasa dan 

pemanggilan penggugat maupun tergugat. 

c. Peralatan tulis kantor. 

d. Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat. 

e. Panggilan kepada tergugat dilakukan sebanyak 5 kali 

(untuk mediasi 2 kali panggilan dan 3 kali panggilan 

sidang), khusus untuk perkara perceraian atau talak 

dilakukan 6 kali pemanggilan.
5
 

f. Materai. 

g. Redaksi. 

                                                             
5
 Amran Suadi. Pembaharuan,….., h. 91 
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Tahapan-tahapan pembayaran biaya panjar secara elektronik, 

dengan adanya e-Court terutama fitur e-SKUM dan e-Payment, 

Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain cukup menggunakan 

gadgetnya untuk melakukan hal-hal diatas dengan tahapan: 

a) Para pihak baik pengguna terdaftara atau individu akan 

memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) 

yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran 

elektronik. Akun virtual adalah nomor identifikasi 

pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dibuka oleh 

bank atas permintaan pengadilan untuk selanjutnya 

diberikan kepada pengguna terdaftar dan pengguna lain 

sebagai nomor rekening tujuan penerimaan; 

b) Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar 

biaya perkara (e-SKUM); 

c) Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan 

pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi 

pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang 

disediakan oleh Aplikasi e-Court; 
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d) Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna 

Terdaftar dan Pengguna Lain akan mendapatkan Nomor 

Perkara setelah diregister dalam Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara; 

e) Pengadilan kemudian akan mengidentifikasi setoran biaya 

untuk perkara tersebut berdasarkan rekening virtual yang 

menjadi tujuan pembayaran yang teridentifikasi sebagai 

milik Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. 

3. Pemanggilan para pihak secara elektronik (e-summons) 

Pemanggilan para pihak atau pengguna terdaftar dan 

insidentil disampaikan oleh jurusita pengadilan secara 

elektronik minimal 3 hari sebelum dilaksanakannya 

persidangan, langsung di aplikasi e-court berbentuk relaas 

panggilan, adapun pemanggilan terhadap tergugat tetap 

dilakukan secara manual oleh pihak jurusita, karena pihak 

tergugat tidak aktif di aplikasi e-court ini, jika pihak setempat 

tidak berada ditempat yang sesuai dengan alamat yang 

diserahkan oleh penggugat maka pihak jurusita akan 

melakukan pemanggilan kembali melalui aparatur desa 
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seperti lurah/ kepala desa, dan jika tergugat sejak awal sudah 

tidak diketahui alamatnya maka pemanggilan akan dilakukan 

melalui pemanggilan umum (pengumuman). dan pada saat 

tergugat hadir dipersidangan pertamanya maka pihak 

pengadilan akan menawarkan apakah ingin melakukan 

panggilan secara elektronik atau tidak, jika memilih 

pemanggilan secara elektronik maka jurusita/ jurusita 

pengganti akan melakukan pemanggilan secara elektronik, 

tetapi apabila memilih tetap secara manual maka jurusita/ 

jurusita pengganti pun akan melakukan pemanggilannya tetap 

dengan cara manual. 

Dan pada sidang pertama juga tergugat akan diminta 

persetujuan apakah ingin dilakukan persidangan secara 

elektronik (e-litigasi) sebagai pengguna lain, dan bila tergugat 

menggunakan kuasa hukum otomatis terdaftar sebagai 

pengguna terdaftar bisa melakukan persidangan secara 

elektronik menggunakan aplikasi e-court pada menu e-

litigasi. Tetapi tergugat itu bersifat prinsipil walaupun 

tergugat menggunakan kuasa hukum atau pengguna terdaftar 
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bila tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik 

(e-litigation) maka pengadilan harus memperkenankan hal 

tersebut.  

B. Urgensi Pelaksanaan Persidangan Gugatan Perceraian 

Menggunakan E-court dan Sidang Langsung (Offline), 

Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama 

Pandeglang 

1. Urgensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama 

Pandeglang 

Pada masa pandemi ini banyak sekali kegiatan yang 

terhambat dan tidak bisa dilakukan dengan bebas. Banyak 

aturan pemerintah yang harus kita patuhi seperti dilarang 

kerumunan, pembatasan wilayah, harus menjaga jarak 

minimal 1 meter, selalu menjaga kebersihan, menggunakan 

masker dan dilarang berkegiatan di luar waktu yang 

ditentukan pemerintah, yang bertujuan untuk mengurangi 

penyebaran virus covid-19. Semua kegiatan dilakukan secara 

online atau daring, seperti; kegiatan belajar mengajar, 

belanja kebutuhan pokok, bekerja, dan lainnya termasuk 
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kegiatan di pengadilan agama. Oleh sebab itu pihak 

pengadilan berupaya memberikan pelayanan kepada para 

pihak sebagaimana mestinya walaupun terhambat oleh 

beberapa aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan 

adanya sistem penyelesaian perkara menggunakan e-court, 

pengadilan bisa tetap melayani para pihak dengan baik dan 

melakukan penyelesaian perkara, walaupun tidak tatap muka 

secara langsung. Mahkamah agung telah menciptakan 

terobosan baru yakni aplikasi e-court pada tahun 2018 dan 

dipakai di seluruh pengadilan umum, pengadilan agama, 

pengadilan tata usaha negara pada januari 2019, tidak lama 

setelah e-court diperkenalkan dan digunakan di PA, PU, dan 

PTUN terjadi fenomena alam yang langka, yakni pandemi 

covid-19 tepatnya pada bulan maret 2020. Banyak 

keuntungan yang didapat oleh pihak pengadilan dari adanya 

sistem baru ini khususnya pada saat pandemi seperti 

sekarang ini, dan tidak ada hambatan kepada para pihak 

untuk tetap bisa mencari keadilan dari suatu perkara. 
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Pentingnya penyelesaian perkara secara elektronik 

pada masa pandemi ini sangatlah membantu kepada para 

pihak yang sedang berjuang meminimalisir penyebaran virus 

covid-19. Beberapa kelebihan penggunaan aplikasi e-court 

pada masa pandemi covid-19; 

a) Menghemat waktu, khususnya untuk para pihak yang 

akan berperkara, mereka tidak harus menghadiri sidang 

langsung ke pengadilan, oleh sebab itu banyak waktu 

yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain. 

b) Menghemat biaya, para pihak tidak harus membayar 

banyak biaya panjar untuk suatu persidangan, ada 

beberapa biaya yang dipangkas karena penggunaan 

aplikasi e-court  ini.  

c) Proses yang cepat, penggunaan aplikasi e-court untuk 

penyelesaian suatu perkara banyak memberikan 

kelebihan-kelebihan diantaranya proses yang cepat, 

sebab para pihak tidak usah mengantri untuk menunggu 

panggilan nomor perkara dan melakukan persidangan, 

pada e-court para pihak akan diberikan nomor perkara 
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dan jadwal persidangan di halaman e-court dan para 

pihak hanya tinggal masuk dan bergabung pada 

persidangan sesuai dengan jadwal. 

d) Meminimalisir penyebaran virus covid-19. Virus ini 

dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung 

dengan seseorang, maka dari itu salah satu cara untuk 

mencegahnya yaitu dengan mengurangi kontak fisik 

dengan seseorang, dan tepat sekali Mahkamah Agung 

menciptakan aplikasi e-court yang bisa dimanfaatkan 

masyarakat agar tetap bisa mendapatkan keadilan yang 

mereka cari dan terhindar dari penyebaran virus. 

e) Mematuhi aturan pemerintah, penggunaan aplikasi e-

court ini membantu pemerintah dan satgas covid-19 

dalam meminimalisir kasus covid -19 yang meningkat 

pada Juni- September 2021, pemerintah membuat aturan 

baru yakni PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat), maka dari itu aplikasi e-court lah yang 

membantu tetap berjalannya proses penyelesaian di 

pengadilan. 
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Masyarakat pandeglang sudah banyak yang mengikuti 

kemajuan teknologi saat ini, maka dengan itu pula 

memudahkan pihak pengadilan dalam mensosialisasikan 

aplikasi e-court , walaupun pandeglang sendiri termasuk salah 

satu wilayah di Provinsi Banten yang tertinggal dalam 

beberapa aspek. Tapi tidak menjadikan salah satu penghalang 

untuk masyarakat dalam mengikuti perkembangan teknologi. 

Pengadilan tidak mendapatkan kendala dalam 

mensosialisasikan e-court, selain dari pada upaya pengadilan 

ada beberapa pihak juga yang telah mengetahui sistem ini dari 

beberapa sumber seperti, internet dan kuasa hukumnya atau 

advokat. Oleh sebab itu dapat dengan cepat informasi perihal 

aplikasi e-court  ini menyebar di masyarakat. 

Tetapi ada beberapa kendala yang terjadi pada masyarakat 

pada penggunaan sistem penyelesaian perkara dengan aplikasi 

e-court, masih ada para pihak yang lebih memilih berperkara 

secara langsung di Pengadilan tanpa bantuan e-court, dilihat 

dari jumlah perkara yang masuk dan penggunaan sistem e-

court, sebagai berikut; 
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 (Sumber data dari hasil wawancara dengan staff 

meja II PTSP) 

Dari data di atas masih banyak sekali masyarakat yang 

leb ih memilih menggunakan sistem offline, alasan beberapa 

pihak tetap menggunakan sistem lamaa, yakni;  

a) Masih ada beberapa pihak baik tergugat atau penggugat 

yang tidak mempunyai alat untuk menggunakan aplikasi 

e-court ini, karena terkendala hal tersebut para pihak lebih 

memilih melakukan penyelesaian perkara secara langsung 

di kantor Pengadilan Agama Pandeglang atau di tempat 

dilaksanakannya sidang keliling yang dijadwalkan oleh 

pihak pengadilan. 

1404 1443 1245 

36 73 70 284 145 284 
6 5 7 

Tahun
2019

Tahun
2020

Tahun
2021 (Jan-

Sep)

E-Court
2019

E-Court
2020

E-Court
2021 (Jan-

Sep)

Data Perkara Pengadilan 
Agama Pandeglang 

Gugatan Permohonan
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b) Para pihak yang kondisi ekonominya berada ditingkat 

menengah ke bawah mereka lebih memilih melakukan 

perkara secara langsung dikarenakan biaya berperkara 

lebih ringan dibanding dengan biaya advokat. 

c) Lansia yang memiliki keterbatasan terhadapan kemajuan 

teknologi, yang membuat mereka sulit untuk memahami 

hal baru yang sebelumnya memang belum pernah mereka 

ketahui. 6 

Tetapi dibalik beberapa kendala yang terjadi masih 

banyak masyarakat yang antusias dan tetap memilih 

melaksanakan penyelesaian perkaranya dengan menggunakan 

sistem aplikasi e-court ini, apalagi semenjak terjadinya 

pandemi covid-19 di Indonesia yang membatasi kegiatan 

dengan melibatkan banyak orang. Sesuai dengan data 

Pengadilan Agama Pandeglang, pengguna aplikasi e-court 

dan e-litigasi pengguna aplikasi  mendapatkan peningkatan 

setelah adanya pandemi  covid-19 ini, berikut data pengguna 

aplikasi e-court di Pengadilan Agama Pandeglang;
7
   

                                                             
6
 Muh. Syaiful Rohim, Panitera Pengganti Pengadilan Agama 

Pandeglang, Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Pandeglang. Pada  

Kamis 26 Agustus 2021. 
7
 Nining Mursinah, Petugas Meja 1 PTSP (Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu) Pengadilan Agama Pandeglang, Wawancara di meja PTSP Pengadilan 

Agama Pandeglang. Pada Kamis 16 September 2021. 
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(Sumber data dari hasil wawancara dengan staff meja II 

PTSP) 

 Dari data diatas terlihat jelas bahwa terdapat peningkatan 

yang sangat signifikan pada pengguna e-court di Pengadilan 

Agama Pandeglang, pada tahun 2019 yakni tahun pertama 

diberlakukannya e-court di seluruh pengadilan di Indonesia 

hanya ada beberapa kasus yang memilih penyelesaian 

kasusnya menggunakan aplikasi e-court. Pada tahun 2020 

tepatnya juga pada tahun ini pandemi covid-19 sedang 

meningkat dan banyak korban yang terpapar virus ini, tidak 

sedikit pula korban meninggal dunia disebabkan oleh virus 

ini, maka dari itu pemerintah memberlakukan beberapa 

peraturan untuk pencegahan virus, dan berdampak terhadap 

pengguna aplikasi e-court pada tahun ini, dilanjut tahun 2021, 

36 

73 70 

6 5 7 0 1 5 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 (Jan-
Sep)

Data Pengguna E-Court di 
Pengadilan Agama Pandeglang 

Gugatan Permohonan E-Litigasi
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pada tahun ini pemerintah memberlakukan peraturan baru 

untuk pencegahan virus covid-19 yaitu PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pada tahun 2021 pula 

pemerintah lebih memperketat kegiatan diluar rumah, dengan 

membatasi kunjungan-kunjungan di luar domisili, melakukan 

kerumunan dan lain sebagainya. Maka dari itu makin 

meningkatnya jumlah pengguna pada tahun ini per bulan 

Januari-September 2021. 
8
 

 Untuk pengguna e-court di Pengadilan Agama 

Pandeglang, pengguna yang aktif berperkara rata-rata 

pengguna terdaftar atau advokat, karena yang akan berperkara 

rata-rata Ibu/Bapak diatas umur 35 tahun yang belum terlalu 

bisa mengikuti perkembangan teknologi pada zaman ini, 

maka dari itu para pihak menggunakan bantuan advokat untuk 

menyelesaikan perkara-perkaranya dengan e-court. dari sisi 

pendangan pengguna, e-court memiliki peranan penting 

dalam proses penyelesaian di Pengadilan pada masa pandemi 

                                                             
8
 Nining Mursinah, Petugas Meja 1 PTSP (Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu) Pengadilan Agama Pandeglang, Wawancara di meja PTSP Pengadilan 

Agama Pandeglang. Pada Kamis 16 September 2021. 
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coviud-19 ini, adapun kelebihan penggunaan sistem beracara 

dengan e-court, yakni; 

a.  Mempermudah para Advokat untuk melakukan 

pendaftaran perkara, karena tidak harus datang dan 

mengantri lama di Pengadilan, para pengguna terdaftar 

juga bisa melakukan persidangan dengan sistem 

elektronik kecuali pada tahapan siding pembuktian, 

karena para pihak harus menghadiri persidangan secara 

langsung. 

b. Pada masa pandemi covid-19 ini para advokat tidak 

bebas untuk melakukan kegiatan di luar, apalagi 

kegiatan yang harus menempuh jarak jauh seperti ke 

luar daerah domisili para pihak. 

c. Penggunaan aplikasi e-court ini sangat membantu 

meminimalisir penyebaran virus covid-19. 

d. Penggunaan e-court menjadi salah satu solusi dalam 

berperkara, dikarenakan ketika pengguna beracara 

menggunakan aplikasi e-court ini maka akan banyak 

waktu yang tersisa, karena sistem ini tidak menyita 
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banyak waktu karena para pihak tidak harus mengantri 

untuk berperkara dan melakukan persidangan semua 

diselesaikan secara online. Dengan itu para pengguna 

terdaftar bisa melakukan penyelesaian perkara pada 

waktu yang bersamaan.  

e. Menghemat biaya perkara, karena tidak banyak menyita 

waktu dalam penyelesaian perkara, maka dari itu biaya 

perkaranyapun menjadi lebih sedikit. 

 Dibalik kelebihan itu, pasti ada beberapa kendala dalam 

suatu sistem, apalagi sistem online seperti e-court ini. Adapun 

beberapa kekurangannya, yakni; 

a. Gangguan sistem pada saat pembayaran, gangguan 

biasanya terjadi pada bank yang terkoneksi dengan 

sistem ini. 

b. Kelalaian dari petugas pengadilan, kadangkala tidak 

mengecek secara berkala tentang pemberitahuan 

pendaftaran gugatan/permohonan, sehingga berdampak 

pada proses selanjutnya yang akan menyita waktu hanya 

untuk menunggu mendapatkan nomor perkara. 
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c. Kendala pada jaringan biasanya terjadi pada saat akan 

mengunggah dokumen-dokumen dan dalam proses 

persidangan berlangsung, para penggunaa kadangkala 

mengkhawatir jika ada pembobolan sistem yang akan 

membuat semua berkas menjadi tidak aman. 
9
 

2. Adapun tahapan persidangan secara elektronik pada perkara 

gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang  

  Persidangan secara elektronik (e-litigasi) 

merupakan terobosan baru pihak Mahkamah Agung dalam 

membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak bisa 

melakukan persidangan secara langsung karena beberapa 

kendala, pihak Mahkamah Agung menciptakan sistem e-

litigasi ini setelah sebelumnya telah merilis aplikasi 

administrasi perkara di pengadilan dengan cara elektronik 

atau e-court   Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, 

Persidangan elektronik sendiri adalah sebuah proses 

memeriksa dan mengadili suatu perkara oleh pihak 

pengadilan yang dilaksanakan dengan bantuan kemajuan 

                                                             
9
 Siti maspupah, hasil wawancara advokat pandeglang , pada 5 Oktober 2021 
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teknologi dan informasi, yakni melalui aplikasi e-court ini 

yang telah diciptakan Mahkamah Agung.
10

 

Setelah dilakukan persidangan pertama, penggugat 

dan tergugat akan diminta persetujuan apakah akan 

melakukan sidang lanjutan melalui e-court dengan proses e-

litigasi atau tetap memilih sidang biasa, proses persidangan 

pertama yakni penyerahan surat kuasa asli, surat gugatan dan 

persetujuan principal, setelah itu pada pertemuan kedua pihak 

tergugat dan penggugat akan melakukan upaya perdamaian 

atau biasa disebut mediasi yang telah diatur pada PERMA 

Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi , Mediasi dilakukan 

paling lama 30 hari setelah hakim menetapkan perintah dan 

atas dasar persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan 

mediasi. Jika para pihak meminta perpanjangan waktu 

mediasi atas kesepatan mereka maka mediasi dapat 

diperpanjang selama 30 hari lagi. Pengajuan perpanjangan 

mediasi disampaikan oleh mediator dengan alasan yang jelas. 

Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 7 tentang 

                                                             
10

 Mahkamah Agung, ‘Buku Panduan E-court’.,…….., h. 28 
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kewajiban melaksanakan mediasi harus harus didasari atas 

itikad yang baik, karena dengan itikad baik ini para pihak 

yang akan melaksanakan mediasi dengan baik dan berjalan 

lancar. Kehadiran para pihak yang terlibat dalam proses 

mediasi ini hukumnya wajib untuk hadir disetiap pertemuan 

yang telah dijadwalkan, tetapi terdapat keringanan terhadap 

para pihak yang memang tidak bisa menghadiri mediasi 

karena sebab beberapa alasan tersebut: 

a. Dalam keadaan sakit parah serta disertai bukti dari pihak 

dokter atau fasilitas kesehatan setempat. 

b. Sedang berada dibawah pengampuan. 

c. Berdomisili di luar negeri. 

d. Sedang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan diluar 

wilayah atau luar negeri dan tidak dapat ditinggalkan. 

Apabila upaya perdamaian tidak berhasil maka majelis 

hakim menanyakan kembali apakah proses persidangan akan 

dilaksanakan secara elektronik atau siding biasa. Jika secara 

elektronik maka hakim akan menetapkan jadwal persidangan 

atau biasa disebut court calendar. Persidangan selanjutnya 
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para pihak akan melakukan proses jawaban, replik, dan 

duplik, kemudian para pihak mengirimkan bukti-bukti yang 

sah secara online  sebelum diperiksa pada proses persidangan, 

proses selanjutnya hakim memeriksa saksi-saksi secara 

elektronik. Dan kemudian para pihak menyampaikan 

kesimpulan, dan hakim membacakan putusannya. Semua 

proses tersebut akan dilaksanakan secara elektronik dalam e-

court yang disebut e-litigasi.
11

 

Sistem penyelesaian perkara online di pengadilan 

agama pandeglang dilakukan berdasarkan aturan yang telah 

diberlakukan untuk semua pengadilan yakni PERMA No 3 

Tahun 2018 jo PERMA No 1 Tahun 2019 dan PERMA no 4 

Tahun 2020. Tetapi yang berbeda di pengadilan agama 

pandeglang sendiri yakni para pihak hanya menggunakan E-

court nya saja atau sistem administrasinya, tetapi masih 

jarang yang menggunakan sistem persidangan elektroniknya, 

karena beberapa kendala, yakni, kondisi signal, tidak ada nya 

fasilitas yang memadai seperti laptop dan kurangnya 

kepahaman mereka terhadap teknologi. 

                                                             
11

Mahkamah Agung, ‘Booklet-E-Litigasi, Persidangan Secara 

Elektronik Hemat Biaya, Waktu dan Energi’. h. 4  
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Jadi persidangan biasanya dilakukan secara langsung 

di pengadilan karena menurut mereka itu lebih memudahkan 

proses yang ada. Sebagian besar pengguna sistem e-court 

sendiri yakni pengguna terdaftar atau advokat yang berlesensi 

dan telah di sumpah. 

3. Proses Persidangan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian 

di Pengadilan Agama Pandeglang 

a) Tahapan Pertama penggugat mendaftarkan gugatan 

material ke petugas PTSP dari mulai Meja I sampai 

Meja III di Pengadilan Agama Pandeglang secara 

langsung. 

b) Tahapan kedua melakukan pembayaran biaya perkara 

sesuai dengan e-SKUM dari pengadilan ke Bank terkait. 

c) Tahapan ketiga penggugat dan tergugat dipanggil oleh 

pengadilan agama/ jurusita untuk mengahadiri 

persidangan. 

d) Adapun proses persidangan nya yakni;  

1) Persidangan pertama dilakukan sesuai dengan Pasal 

130 HIR/Pasal 154 RBg yaitu upaya perdamaian. 

Yakni pihak pengadilan atau mediator melakukan 

upaya perdamaian kepada para pihak baik tergugat 
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ataupun penggugat dan proses ini di wajibkan untuk 

semua pihak yang akan menjalankan penyelesaian 

perkara gugatan perceraian. Sesuai dengan (Pasal 7 

ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 

2008). 

2) Upaya perdamaian dilakukan di ruangan khusus dan 

secara tertutup sesuai pasal (Pasal 82 UU No.7 Tahun 

1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan 

UU No.50 Tahun 2009).  

3) Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak 

berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan 

dengan membacakan surat gugatan. 

4) Kemudian persidangan selanjutnya akan 

dilaksanakan 1 minggu setelah siding sebelumnya 

yaitu proses jawaban (replik) jawab menjawab 

(duplik), Pada saat menyampaikan jawaban atau 

selambat-lambatnya sebelum pembuktian , tergugat 

dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik sesuai 

dengan (132b HIR,Pasal 158 RBg dan Buku II Edisi 

Revisi). 
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5) Kemudian dilanjutkan dengan sidang pembuktian 

dimana para pihak mengajukan bukti serta ahli yang 

terpercaya untuk mempermudah proses tersebut. 

6) Proses terakhir adalah kesimpulan yakni isi Putusan 

pengadilan agama atas cerai gugat/ talak sebagai 

berikut : 

 Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas 

dapat mengajukan banding melalui pengadilan 

agama tersebut. 

 Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan 

banding melalui pengadilan agama. 

 Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat 

mengajukan permohonan baru.  

 Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum 

tetap maka panitera pengadilan memberikan akta 

cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 

7(tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan 

kepada para pihak.
12

 

                                                             
12 Siti maspupah, hasil wawancara advokat pandeglang , pada 5 

Oktober 2021 


